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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 201B

TtrNTANG

PtrNETAPAN KODB PtrNGtrNAL NOMOR PtrRTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA BADAN KEPBGAWAIAN NtrGARA/ KEPALA KANTOR RtrGIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN

PE.]ABAT PtrMBINA KtrPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DABRAH

TENTANG PEMBERIAN PBNSIUN PEGAWAI NtrGERI SIPIL

DAN PENSIUN.JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

KEPALA BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA,

Mcnimbang '. a. bahwa untuk tcrtib administrasi dalam pemberian

pertimbangan teknis oleh Badan Kepegawaian

Negara lKantor Re gional Badan Kepegawaian Negara dan

pcnctapan ke putusan pembcrhe ntian dan pemberian

pensiun oleh Pejabat Pcmbina Kepegawaian, perlu

mcnetapkan kode pengenal nomor pertimbangan teknis

Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara dan nomor

kcputusan Pcjabat Pcmbina Kepcgawaian instansi pusat

dan instansi daerah tentang pcmberian pensiun Pegawai

Negeri Sipil dan pcnsiun jandalduda Pegawai Negeri

Sipil;



b.
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bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode

Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan

Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat

Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi

Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil

dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai Ne geri Sipil;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun

2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2OI7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 63, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia N<lmor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 12Bl;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Ker.la Badan

Kcpcgawaian Ncgara (Berita Negara Rcpublik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun

2014 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Badan

Kepegawaian Ncgara (Bcrita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI5 Nomor 1282);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36

Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Regional Badan Ke pegawaian Negara (Berita Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1834);

Mcngingat : 1.

2.

3.

4.

5.
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Pasal 7

Kode Penge nal Nomor Pertimbangan Tcknis Ke pala Badan

Kepegawaian Negara juga berlaku untuk pemberhentian dan

pemberian pensiun bagi Pe gawai Negeri Sipil dan Pensiun

JandalDuda Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan

pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan

jabatan fungsional utama, serta pemberian kenaikan pangkat

pengabdian.

Peraturan Badan

diundangkan.

Pasal B

ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 20 18

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2OI8

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERU N DANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 581

uai dengan aslinya
WAIAN NEGARA

1, \',

f'Fdrundang-undangan,
T'; \'

li Kurniatri



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE PENGBNAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PBJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

{esuai dengan aslinya

KBPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

E,PEGAWAIAN NEGARA
t 

"/'. 
ti,'

.fid&tPeru ndang- undangdn,

NO. JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS KODE

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan
pemberian pensiun.

PA- 00000000000

2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri dengan pemberian pensiun.

PB- 00000000000

3. Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai
negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.

PD- 00000000000

4. Pemberhentian dan pemberian pensiun jandal duda. PB- 00000000000

5. Pemberian kenaikan
pemberhentian dan
janda I duda/ anak I orang tua.

pangkat anumerta,
pemberian pensiun

PF- 00000000000

6. Pemberian pensiun perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah pegawai negeri sipil.

PO- 00000000000

7. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,
pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai
negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.

Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,
pemberhentian
jandalduda.

dan pemberian pensiun

a.

b.

PH- 00000000000

8. Pemberhentian
rohani dengan

karena cacat jasmant danlatau
pemberian pensiun.

PI- 00000000000

?'ffinf li Kurniatri



LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA I(ANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KBPUTUSAN PBJABAT PEMBINA
KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBEzuAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KODE PENGENAL NOMOR KEPUTUSAN PF,.IABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Fuai dengan aslinya
AWAIAN NEGARA ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

NO. JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KODE
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan

pemberian pensiun.
00000/xxxxx I AP 100/00

2. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.

00000/xxxxx I rAP I 00 / 00

3. Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai
negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.

00000/xxxxx lAv 100/00

4. Pemberhentian
jandalduda.

dan pemberian pensiun
ooooo/xxxxx/MD loo loo

5.

Pemberian kenaikan pangkat anumerta,
pemberhentian dan pemberian pensiun
janda I duda/ anak I orang tua.

ooooo/xxxxx lAxl00/0o

6. Pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil.

jandalduda pensiunan
00000/xxxxx IAY 100/00

7. a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,
pemberhentian dan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia
pensiun.
Pemberian kenaikan pangkat pengabdian,
pemberhentian dan pemberian pensiun
jandalduda.

b.

00000/xxxxx lAZl00l00

8. Pemberian pensiun perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah Pegawai Negeri Sipil.

00000/xxxxx lAc 100/00

9. Pemberhentian karena cacat jasmani dan rohanr
dengan pemberian pensiun.

00000/xxxxx lAw lo0l00

{-,Perundang- u ndan gan,


